MEMBANGUN SISTEM KOMUNIKASI
DEWAN PENGUPAHAN

(NASIONAL, PROVINSI DAN KAB/KOTA)

OLEH:

R. IRIANTO SIMBOLON, SE. MM
(DIRJEN PHI DAN JAMSOS)

Disampaikan pada acara:
Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan Tingkat Nasional
Hotel Grand Sahid
Jakarta, 7 S er 2014
nel 3 o W o &

DITIEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PELAKSANAAN INPRES: 9 TABI(#¥/20/13) TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM DALA
KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKE
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UMP INDUSTRI PADAT KARYA

INPRES NO 9 TAHUN 301
Dan
PERMENAKERTRANS NO. 7 TAHUN 2 1. UMP
(Rp. 1.150.000,-)
2. Industri Padat
Karya
(Rp. 1125.000,-)
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PENCAPAIAN UMP/KHL

I
I
Sulawesi Utara
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PENCAPAIAN UMP TERHADAP KHL

1. 16 (ENAM BELAS) PROPINSI MENETAPKAN UMP > 100 % KHL,
SEBAGAI BERIKUT:

(Rp (Rp) (Rp)
2

. SUMUT 1.505.850 1.265.000 119.04
4. RIAU 1.700.000 1.654.224 102,77



LANJUTAN

PROPINSI UMP KHL UMP/KHL
(RP.) (RP.) C)

6. JAMBI 1.502.230 1.502.230 100,00
8. LAMPUNG 1.399.037 1.399.037 100,00
10. BALI 1.524.600 1.396.234 110.48
12. KALSEL 1.620.000 1.555.000 104.18
14. SULUT 1.900.000 1.466.472 129.56
16. PAPUA 2.040.000 1.907.000 106.97
KETERANGAN
TAHUN013 TERDAPAT PRORINSIANGIM > 100% KHL DENGABEMIKIANAHUN014 7
BERTAMBBRROPINBM> KHL
LANJUTAN

2. 4 (EMPAT) PROPINSI MENETAPKAN UMP 90 S.D Oll., SEBAGAI BERIKUT:

NO PROPINSI UMP KHL UMP/KHL
(RP) (RP.) (%)
1.825.600 1.828.698 99.83

3. | SULTRA 1.400.000 1.472.581 95,07




LANJUTAN

3. 6 (ENAM !‘I MENETAPKAN UMP 80 S.D 1 SEBAGAI BERIKUT:
NO PROPINSI UMP KHL UMP/KHL
(RP) (RP.) (%)

LANJUTAN

4. 3 (TIGA) MENETAPKAN UMP < aoul«m BERIKUT:
NO|  PROPINSI UMP KHL UMP/KHL
(RP) (RP) %)

1.150.000 1.600.000 71.88
SULBAR 1.400.000 - 72.94
MALUKU 1.415.000 2.158.469 65.56
Fl




TUGAS DEWAN PENGUPAHAN
( Provinsi, Kab / Kota)

PERMASALAHAN DEWAN PENGUPAHAN

Dewan Pengupahan Prov/Kab/Kota belum sepenuhnya memahami tata
cara survei dan penetapan nilai KHL sesuai peraturan perundangan
yang berlaku, sehingga mekanisme penetapan upah minimum belum
sesuai ketentuan.

it

Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas antara Dewan
Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas Dewan
Pengupahan.




OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS
DEWAN PENGUPAHAN

STRATEGI

Membangun Sistem Alokasi anggaran

Komunikasi/Jejaring Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan Daerah pada APBD
perlu ditingkatkan

MEMBANGUN SISTEM KOMUNIKASI/JEJARING
DEWAN PENGUPAHAN

Peningkatan kapasitas anggota Dewan
Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

melalui antara lain :
A Pelatihan,workshop atau bimbingan teknis

yang terintegrasi
A Pendampingan oleh Dewan Pengupahan
Nasional

Penguatan konsultasi dan koordinasi
untuk mensinergikan Dewan
pengupahan.

Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan

tingkat regional

Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan
tingkat Nasional

Penguatan Koordinasi dan komunikasi
antara Dewan Pengupahan Nasional,
Provinsi dan Kabupaten/Kota



LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DEWAN PENGUPAHAN

KajianPenerapan
Kebijakan
pahMinimum

KajianKemampuan
MembayarUpahbagi
UsahaMikro, Kecil &

Menengah

StudiBanding
Pengupahan
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TANTANGAN MENUJU

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015




MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Infrastruktur

Daya saing Usaha
—
\ Sinergi Kebijakan
Nasional dan Daerah

kebijakan dan langkah-langk:

TANTANGAN




